
 

                                                                                                                                           

 
  

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 
 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
NOMOR 2 TAHUN 2009 

 
TENTANG 

 
IRIGASI 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PURWOREJO, 
 

Menimbang  : a. bahwa sumber daya air merupakan sumber daya alam yang 
perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola guna mencapai 
keadilan dan kesejahteraan rakyat; 

b. bahwa pengelolaan sumber daya air khususnya air irigasi 
merupakan tanggung jawab bersama sehingga peran 
masyarakat sangat diperlukan;   

c. bahwa agar pengelolaan air irigasi lebih berhasil guna dan 
berdaya guna maka perlu diatur pengelolaan irigasi yang 
mengedepankan partisipasi masyarakat, bersifat  
komprehensif dan mensinergikan berbagai unsur 
kepentingan  guna meningkatkan  ketahanan pangan serta 
kesejahteraan masyarakat, yang pengaturannya ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Irigasi. 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

3.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3419); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 3699 ); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4377); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4161);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4624);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4737); 

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang-undangan; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor  15 Tahun 
2004 tentang Izin Pemakaian Tanah Pengairan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 43), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2007 tentang  
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo 
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Izin Pemakaian Tanah 
Pengairan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 
2007 Nomor 13); 
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 
2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun 2005 Nomor  6); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor  4 Tahun 
2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 
2008 Nomor  4). 

 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  KABUPATEN PURWOREJO 

dan 
BUPATI PURWOREJO 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI 
 
 

 
BAB  I 

 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purworejo. 
2. Bupati adalah Bupati Purworejo. 
3. Kabupaten adalah Kabupaten Purworejo. 
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan  Daerah. 
5. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi 

lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi. 
6. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden 

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah 
permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, 
air hujan dan air laut yang berada di darat. 

8. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang 
terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. 

9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi 
untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi 
rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak. 

10. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, 
kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia. 
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11. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang 
dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu Daerah Irigasi yang 
didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk 
menunjang pertanian dan keperluan lainnya. 

12. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, 
dan penggunaan air irigasi. 

13. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi,           
dalam jaringan primer dan/ atau jaringan sekunder. 

14. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah 
tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier. 

15. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier 
untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan. 

16. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran 
kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu Daerah Irigasi 
tertentu. 

17. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan 
irigasi. 

18. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya 
yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, 
pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.  

19. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air 
tanah, mulai air sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi 
air tanah termasuk bangunan di dalamnya. 

20. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari 
bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan 
bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya. 

21. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari 
saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-
sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya. 

22. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai 
prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran 
tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, 
serta bangunan pelengkapnya. 

23. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh 
masyarakat desa atau Pemerintah Desa. 

24. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas 
hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses 
pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. 

25. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam 
bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan 
petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam 
organisasi perkumpulan petani pemakai air. 

26. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya dapat disingkat P3A 
adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani 
pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani 
pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola 
irigasi. 

27. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya dapat 
disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat 
bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah 
layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu 
Daerah Irigasi. 
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28. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya dapat disingkat 
IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerjasama 
untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan 
blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu Daerah Irigasi. 

29. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau 
mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian. 

30. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan 
memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian. 

31. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan 
mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pengusahaan 
pertanian. 

32. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara 
wakil Pemerintah Kabupaten, wakil P3A tingkat Daerah Irigasi, dan wakil 
pengguna jaringan irigasi pada Kabupaten. 

33. Menteri adalah menteri yang membidangi sumber daya air. 
34. Dinas Provinsi adalah instansi Pemerintah Provinsi yang membidangi irigasi. 
35. Dinas Kabupaten adalah instansi Pemerintah Kabupaten yang membidangi 

irigasi. 
36. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru 

dan/ atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada. 
37. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan 

irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya. 
38. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan 

kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal 
pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan 
mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi. 

39. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, 
pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di Daerah Irigasi. 

40. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan 
pembuangannya, termasuk kegiatan membuka–menutup pintu bangunan 
irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, 
menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/ bangunan, 
mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi. 

41. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan 
jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar 
pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya. 

42. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna 
mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula. 

43. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk 
perencanaan, pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai 
tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi 
dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi 
seefisien mungkin. 

44. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif adalah 
penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta masyarakat petani mulai dari 
pemikiran awal, pengambilan keputusan, sampai dengan pelaksanaan 
kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, 
pemeliharaan, dan rehabilitasi. 

45. Garis sempadan adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan/ atau 
bangunan pada jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan 
sekitar bangunan. 
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